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Abstrak: Artikel ini berjudul kebijakan antikorupsi dan dinamika perlawanannya:
suatu banalitas di Indonesia. Berupaya menjelaskan dinamika kebijakan antikorupsi di
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Indonesia. Sejak era orde lama sampai orde reformasi. Berbagai inisiatif dan kebijakan
antikorupsi telah dijalankan, sepanjang itu pula perlawanan dalam berbagai bentuk
dijalankan mereduksi kebijakan. Untuk memahami berbagai realitas itu, digunakan
pendekatan kajian pustaka, menggali berbagai sumber literatur yang relevan dan
terfokus pada upaya menjawab pertanyaan kajian. Melalui kajian ini dapat
disimpulkan. Pertama, Inisiasi dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan dalam
berbagai era pemerintahan. Dalam berbagai bentuk kelembagaan. Kedua, inisiasi atas
kebijakan antikorupsi sebagai panduan mendorong tata kelola dalam semua era
pemerintahan dirintangi oleh kelompok kepentingan, disharmoni kelembagaan dan
memiliki sedikit dukungan politik yang mengakibatkan kerentanan terjadap kerja-
kerja antikorupsi.

Abstract: This article, under the title “Oppositional Dynamics to Anticorruption Policies:

A Banality in Indonesia”, attempts to explain the dynamics of anticorruption policies in

Indonesia from the Old Order to the Reform era. Numerous anticorruption policies and

initiatives have been implemented in Indonesia, yet all the while different forms of
Keyword: oppositions have also been generated to undermine those policies. The literature review
anticorruption approach was used in this research to understand such phenomenon by exploring various
policies, power relevant literary sources and aiming at answering the questions posed in the study. The
current study concluded that, first, anticorruption policies and initiatives have been
implemented in different eras of government administration and in various institutional
formats. Second, anticorruption policies and initiatives, which function as a Quide to
encourage good governance in all eras of government administration, have been thwarted by
interest groups, institutional disharmony, and nominal political support, thereby
jeopardizing anticorruption efforts.

relations, political will.
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PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah fenomena baru di Indonesia. Praktik korup telah dimulai sejak
periode awal kedatangan kolonial melalui Verenigde Oast Indische Companie/VOC (Crouch,
1986). Gaji kecil yang dibayarkan VOC membuat pejabat memanfaatkan secara terbuka peluang
komersil yang menguntungkan secara pribadi. Kejayaan VOC runtuh melalui penggelapan dan
buruknya transparansi hingga diambil alih oleh kerajaan Belanda pada tahun 1798 (King, 2000;
Juwono, 2018, p. 9). Sejarah korupsi kemudian berlanjut pada era orde lama. Hampir menjadi
endemik akibat buruknya akuntabilitas keuangan sebagaimana riset Jamie Mackie. Pada era
orde baru korupsi benar-benar menjadi endemik sebagai akibat dari terbangunnya jaringan
patronase (McLeod, 2008; Juwono, 2016; Quah, 2011) dan pada era reformasi, korupsi semakin
meluas dan menjadi terdesentralisasi (Tornquist, 2005; Aspinal, 2010; Prabowo & Cooper,
2016). Korupsi adalah fenomena yang kompleks, terjadi dalam berbagai cara dalam berbagai
kondisi dan membutuhkan strategi intervensi yang berbeda pula (Umam, 2021). Bersifat
multidisiplin dan pengamatan yang mendalam mengenai banyak faktor yang mendasarinya
(Yeganeh, 2014, p. 2; Pla & Carlock, 2020). Dalam perspektif korupsi di Indonesia, berbagai
inisiasi dan kebijakan telah dilakukan dalam semua era. Tetapi sedikit yang memberi hasil.
Bahkan pada era reformasi, sirkulasi elit terjadi sebanyak lima kali pergantian kepemimpinan.
Untuk itu penelusuran terhadap dinamika kebijakan pemberantasan korupsi (antikorupsi)
perlu dilakukan. Artikel ini memberi kontribusi dalam diskursus kebijakan antikorupsi.
Terutama dalam memahami konteks lingkungan kebijakan. Juga berkontribusi dalam studi

korupsi terutama pemetaan aktor dalam studi korupsi.

METODE
Artikel ini merupakan respon akademis terhadap dinamika pemberantasan korupsi
(antikorupsi). Menggunakan studi literatur sebagai pilihan pendekatan; mempelajari hasil

kajian-riset para scholar yang relevan pada studi-studi korupsi di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI
1. Orde Lama

Pada era pemerintahan Soekarno, korupsi hampir menjadi endemik sebagai akibat dari
buruknya akuntabilitas keuangan negara (Mackie, 1970, p. 87). Buruknya tata kelola keuangan
dianggap sebagai manifestasi warisan sejarah masa lalu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jon
ST Quah bahwasanya Belanda tidak memperkenalkan tradisi “tata kelola” selama lebih dari tiga
abad pemerintahan kolonial di Indonesia (Quah, 2011, p. 360). Sejalan dengan itu, pesatnya
peningkatan tugas aparatur negara pada masa pasca kemerdekaan yang memperluas peran

pemerintah di masyarakat juga memperbesar peluang terjadinya korupsi di kalangan pegawai
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negeri (Quah, 2011, p. 359). Termasuk ketika pada era terpimpin dimana nasionalisasi
perusahaan asing memperbesar peluang korupsi (King, 2000, p. 608).

Inisiasi untuk mendorong kebijakan pemberantasan korupsi pada era orde lama dilatari
oleh kritik PKI atas keterlibatan tentara dalam perusahaan negara yang dianggap tidak efisien
dan korup (Juwono, 2018, p. 106). Soekarno kemudian menekankan pentingnya pembentukan
Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) setingkat menteri di Kabinet yang
diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Bapekan mendapatkan respon baik dari publik
terbukti laporan korupsi yang mencapai 912 laporan (Juwono, 2018, p. 107; Danang, 2021).
Dengan jumlah pegawai yang terbatas, Bapekan berhasil memproses 402 pengaduan.
Berdasarkan laporan rahasia Bapekan kepada Presiden tanggal 20 Juli 1960, Jawa Timur
merupakan daerah dengan jumlah pengaduan terbesar, sementara Kalimantan Timur dan Irian
Barat menjadi wilayah yang sama sekali tidak pernah mengirimkan surat pengaduan (Hanggoro,
2013; Visnu, 2016, p.117).

Pada tahun 1960 terbentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN); diprakarsai dan
diketuai oleh Jenderal Nasution. Terdapat fokus yang berbeda diantara Soekarno dan Nasution
dalam memproyeksikan lembaga ini. Soekarno berfokus pada indroktrinasi gegap gempita
revolusioner, sementara Nasution berfokus mendorong tata kelola pemeritahan dan
pemberantasan korupsi (Juwono, 2018, p. 107; Danang, 2021). Terbentuknya Bapekan dan
Paran sebagai lembaga pemberantasan korupsi menyebabkan disharmoni lembaga penegak
hukum. Pendirian Paran mengurangi ruang gerak Bapekan dan posisinya pun dalam
pemerintahan menjadi tidak jelas yang menjurus pada konflik antar instansi (Hanggoro, 2013;
Firdausi, 2017). Konflik kedua lembaga pemberantasan korupsi berakhir ketika
Hamengkubuwono IX bertemu Nasution dengan kesepakatan Bapekan berfokus pada
pengawasan dan penelitian, sementara Paran berfokus pada penindakan korupsi (Juwono, 2018,
p. 108).

Peran kelembagaan Bapekan akhirnya berakhir pada tahun 1962. Bertepatan Indonesia
tengah menyiapakan infrastruktur untuk gelaran Asian Games. Mega proyek infrastruktur olah
raga yang berpotensi menjadi bancakan elit pemerintah. Dalam fase itu, Bapekan tengah dalam
proses mendalami pengaduan potensi korupsi pada proyek infrastruktur asian games. Ditengah
upaya menyusun langkah-langkah penanganan, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan
Presiden no 166 tahun 1962 yang berisi pemberhentian dengan hormat kepada
Hamengkubuwono IX, Samadikun dan Semaun sebagai komisioner Bapekan. Menyusul
kemudian dengan terbitnya Peraturan Presiden No 3 tahun 1962 tentang pembubaran Bapekan.
Argumentasi politik yang melatari adalah penyusunan kembali (regrouping) kabinet kerja yang
dilakukan Soekarno dimana Bapekan dikeluarkan dari kabinet (Hanggoro, 2013; Firdausi, 2017;
Juwono, 2018, p. 108).
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Posisi Paran sebagai lembaga pemberantasan korupsi, nyatanya tidak berjalan baik.
Resistensi muncul dari kalangan aparatur. Banyak pejabat menolak inisiasi Paran. Bahkan Paran
dianggap sebagai instrumentasi politik Nasution sehingga tidak mendapatkan dukungan politik
secara signifikan (Tianlean, 2004; Hanggoro, 2013; Firdausi, 2017; Juwono, 2018). Upaya
Nasution menjalankan fungsi kelembagaan Paran menemui titik terang ketika Presiden Seokarno
mengeluarkan Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963 yang mendorong pemberantasan
korupsi. Nasution mendorong operasi Budhi dengan menyasar potensi kerugian negara pada
perusahan-perusahaan negara dan lembaga-lemabaga pemerintah. Operasi ini tergolong sukses
hingga bisa menyelamatkan Rp 11 Milyar uang negara dalam tempo tiga bulan operasi (Tianlean,
2004; Firdausi, 2017; Juwono, 2018, p. 111).

Kesuksesan gebrakan Paran ternyata menimbulkan friksi dikalangan elit. Beberapa
partai merasa gerah dan meminta kepada Presiden untuk membubarkan Paran. Rekam jejak
Paran bahkan menimbulkan friksi dikalangan tentara. Atas berbagai perlawanan terhadap
gerakan Paran, Soekarno mengambil keputusan untuk membentuk Komando Tertinggi Retooling
Alat Revolusi (Kotrar) dan setelahnya membubarkan Paran. Terbentuknya Kotrar merupakan
fase stagnasi dari upaya pemerintah menjalankan pemberantasan korupsi hingga berakhirnya
kekuasaan Soekarno (Firdausi, 2017, Juwono, 2018, p.112; Mukartono, et al, 2019, p. 139;
Danang, 2021).

Laporan J. A. C. Mackie berjudul The Commission of Four Report on Corruption pada
tahun 1970 menggambarkan secara epic konstelasi elit dalam memaknai kebijakan
pemberantasan korupsi pada era orde lama. Bagi Mackie, isu tata kelola pemerintahan terutama
pemberantasan korupsi bukanlah isu prioritas utama ditengah kondisi politik yang tengah dalam
fase perebutan kekuasaan. Riset terbaru yang dilakukan oleh Visnu Juwono melalui riset
disertasinya berjudul Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-
Corruption Inisiatives in Indonesia 1945-2014, memperkaya laporan Mackie. Bahwasanya motif
politik seperti rendahnya dukungan politik menjadi antitesa dari pemberantasan korupsi
(Juwono, 2016, p. 122).

2. Orde Baru

Senjakala pemberantasan antikorupsi pada era orde lama, sempat menemukan secercah
harapan ketika Presiden Soeharto memulai rezim orde baru dengan membentuk Tim
Pemberantasan Korupsi (TPK). Tim ini dipimpin oleh Jaksa Agung Sugih Arto. (Quah, 2011;
Juwono, 2018). Hasil kerja TPK dianggap tidak optimal karena tidak mampu menyentuh pejabat
besar yang merupakan bagian dari kekuasaan (Palmier dalam Quah, 2011). Soeharto kemudian
membentuk Komisi Empat sebagai respon balik publik terhadap gagalanya TPK. Komisi empat
mengumpulkan data terkait korupsi yang terjadi pada perusahaan negara (Quah, 2011, p.379;
Juwono, 2018, 130-132). Berbagai temuan yang disampaikan tidak pernah ditindaklanjuti secara
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serius. Lemahnya dukungan politik Soeharto menjadi indikator utama bagi gagalnya
pemberantasan korupsi. Terlebih ketika berbagai protes mahasiswa dan opisisi ditanggapi
secara refresif. Eskalasi kritik mahasiswa kemudian direspon melalui kampanye pemberantasan
korupsi bernama Operasi Tertib (Opstib) pada tahun 1977 yang juga berakhir anti klimaks
(Juwono, 2018).

Rendahnya political will Soeharto menjadi catatan kritis gagalnya pemberantasan
korupsi. Harapan yang sempat muncul di awal pemerintahannya hanya isapan jempol. Terlebih
ketika berbagai praktik korup melibatkan keluarga dan kroni terdekat. Indonesia dibawah
pemerintahan soeharto menjadi salah satu negara terkorup di dunia (King, 2000). Ledakan
minyak pada tahun 1973 hingga1974 meningkatkan pendapatan pemerintah. Memberi soeharto
kemampun yang memadai untuk melindungi pendukungnya, mengancam atau menolak akses
keuangan yang menguntungkan bagi lawan politiknya (King, 2000, p. 609). Soeharto secara
sistematis membangun jejaring patronease seperti menciptakan sistem waralaba dalam
pemerintahannya. Mengunakan kekuatan koersif dalam mengendalikan oposisi. Terdapat empat
unsur penting dalam menjalankan sistem “waralaba”. Pertama, legislatif dan partai politik adalah
instrumentasi politik yang dikendalikan. Kedua, birokrasi sebagai instrument kepentingan
penguasa. Ketiga, lembaga peradilan. Keempat, militer. Birokrasi adalah instrument utama dalam
menjalankan sistem waralaba ini terutama dalam merancang kebijakan yang menguntungkan
penguasan dan kronianya (McLeod, 2008). Birokrasi dan pejabatnya menjadi sangat penting
dalam membangun relasi dengan aktor berbasis masyarakat. Koalisi politik-birokrasi dan bisnis
terkonsolidasi secara baik (Bhargava & Bolongaita, 2004, p. 210). Kuatnya sistem “waralaba”
yang dibangun pada era orde baru memberi sedikit peluang bagi upaya untuk menciptakan
perubahan. Praktik korup terjadi tanpa pengawasan, dan Suharto terbukti ahli dalam
mendistribusikan sumber daya negara kepada anggota keluarga dan kroni lainnya (Mukartono,
2019, p. 141). Sistem “waralaba” yang predatoris akhirnya memasuki senjakala kekuasaan ketika
krisis ekonomi berpadu dengan kegagalan sistem menangani korupsi, kolusi dan nepotisme dan
munculnya berbagai perlawanan rakyat mengakhiri 32 tahun rezim orde baru. Dalam konteks
pemberantasan korupsi, rezim orde baru tidak meninggalkan warisan baik pemberantasan
korupsi.

3. EraReformasi

Berakhirnya kekuasaan orde baru membawa harapan bagi pemberantasan korupsi pada
era reformasi. Sistem pemerintahan berwajah predatoris yang ditampilkan orde baru melalui
akronim KKN berhasil menjadi isu kolektif yang mendapatkan prioritas oleh BJ Habibie
(Hamilton-Hart, 2001, p. 66). Di era pemerintahan BJ Habibie, kebijakan pemberantasan korupsi
ditandai dengan keluarnya UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih

dan bebas KKN. Menyusul kemudian terbentuknya Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara
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(KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lalu lahir UU No 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terbentuknya berbagai kelembagaan tersebut belum
efektif menandai kerja lembaga antikorupsi (Suraji, 2008, p. 140). Mengingat masa pemerintahan
BJ Habibie adalah masa transisi yang relatif singkat tetapi berkontribusi dalam upaya mendrong
tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya pada era pemerintahan Abdurrahman
Wahid terbentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini tidak
bertahan lama setelah muncul hak uji aturan hukum atas dasar hukum pembentukan TGPTPK
yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Juwono, 2018, p. 216-217).

Upaya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih terjawab setelah
Presiden Megawati pada tanggal 27 Desember 2002 membubuhkan persetujuan dan
mengesahkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
kemudian menjadi ujung tombak dalam perlawanan terhadap korupsi (Djani, 2015). Era pasca
soeharto seperti kepemimpinan B] Habibie, Gus Dur dan Megawati meninggalkan capaian yang
baik dalam hal tata kelola pemerintahan. Era ini juga menjadi momentum bagi kaum reformis
untuk terlibat dalam mendorong reformasi tata kelola dan inisiatif antikorupsi (Juwono, 2018, p.
239). Kampanye pemberantasan korupsi paling agresif di Indonesia dimulai semasa
pemerintahan SBY. Diawali dengan pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Timtas Tipikor) pada tahun 2005, dan paling penting berfungsinya Komisi Pemberantasan
Korupsi. Periode pertama pemerintahan SBY masih berjalan di jalur yang benar (Juwono, 2018,
p. 242). Luky Djani melalui tulisannya berjudul Inside Yudhoyono’s Anti-Corruption Machine
pada Inside Indonesia manyatakan hal yang berbeda sejak jauh hari bahwasanya pengungkapan
skandal korupsi tidak dalam konteks check and balances. Mereka yang dikejar adalah yang
berada pada mata rantai terlemah. Bagaimana dengan taipan yang dalam imajinasi publik berada
dalam piramida korupsi? (Djani, 2008).

Kinerja KPK pada era kepemimpinan Yudhoyono mendapatkan perlawanan. Dua orang
komisioner KPK Chanra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ditetapkan sebagai tersangka
penyalahgunaan wewenang atas penerbitan surat cekal terhadap M Anggoro Widjojo dan Joko S
Tjandra. Banyak pihak menyebut penetapan tersangka ini sebagai serangan balik koruptor
(corruptor fight back). Ramainya respon publik kemudian disikapi oleh Presiden Yufhoyono
dengan membentuk tim 8. Dalam laporan tim 8 tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk
dilanjutkan melalui proses pengadilan. Sehingga direkomendasikan untuk di hentikan. Peristiwa
ini terekam dalam ingatan publik sebagai cicak versus buaya (Nasution, 2010, Juwono, 2018).

Konflik KPK vs Polri berlanjut setelah petugas kepolisian mengepung kantor KPK untuk
menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. KPK pada fase ini kembali memenangkan dukungan
publik. SBY turun tangan menengahi konflik dan memutuskan korupsi simulator SIM ditangani

KPK (Juwono, 2018, p. 304). Upaya pelemahan KPK juga dilakukan secara sistematis dengan
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mengajukan revisi terhadap UU dan terror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan (Rimbawana,
2019). Upaya kriminalisasi pimpinan KPK juga berlanjut pada era pemerintahan Joko Widodo.
Polisi menangkap Ketua KPK Abraham samad dan Wakil Ketua Bambang Widjajanto setelah
sebelumnya KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Langkah deponering
kemudian diambil oleh Jaksa Agung. Pelemahan terhadap KPK mencapai puncaknya melalui
revisi kedua UU Nomor 30 tahun 2002 melalui UU Nomor 19 tahun 2019. Revisi memuat
perubahan signifikan. Salah satunya menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
Revisi UU KPK mengakibatkan tergerusnya independensi anti-corruption agencies (Mochtar,
2021).
KESIMPULAN

Setiap era pemerintahan di Indonesia telah menginisiasi kebijakan pemberantasan
korupsi. Setiap era memiliki dinamika khas yang menjadi pembeda. Tapi dalam perspektif
tertentu memiliki banyak persamaan. Pertama, disharmoni kelembagaan antara Bapekan dan
Paran pada era orde lama yang ditandai dengan tumpang tindih fungsi terjadi juga dalam era
reformasi, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Perseteruan KPK vs Polri yang dianalogikan
sebagai Cicak versus Buaya adalah bukti empiris terulangnya perseteruan diantara lembaga
penegak hukum. Termasuk kriminalisasi adalah bentuk lainnya. Kedua, rendahnya political will
dalam pemberantasan korupsi. Setiap era pemerintahan sepertinya terjangkiti komitmen ini,
meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pada era orde lama dan orde baru, rendahnya komitmen
politik terlihat dari pengabaian berbagai temuan korupsi. Terlebih ketika temuan mengarah
pada elit lingkar kekuasaan. Pada era reformasi mengambil bentuk yang berbeda, seperti revisi
UU yang berdampak pada tereduksinya independensi KPK dan pemecatan seperti pada kasus
KPK.

Berbagai realitas perlawanan terhadap kebijakan antikorupsi merupakan cerminan dari
regresi demokrasi, dimana suara publik tidak terakomodir secara memadai dalam ruang politik.
Membangun konsolidasi penguatan gerakan antikorupsi adalah langkah strategis dalam
mereduksi pengaruh institusi politik ekstraktif yang hanya mengakomodir elit. Berbagai realitas
kebijakan antikorupsi dan perlawanannya pada setiap era pemerintahan terlihat seperti sebuah

pengulangan, tepatnya sebagai banalitas korupsi.
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